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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillahi rabbil’alamin. 

Perkembangan hukum administrasi negara di era kontemporer 
saat ini selalu menarik untuk dibahas karena sifatnya yang 
multidimensi. Luasnya dimensi hukum administrasi negara juga 
menyebabkan sudut pandang yang beragam bagi pengkajinya untuk 
menganalisis persoalan hukum administrasi negara di berbagai 
bidang. 

Buku ini membahas 7 permasalahan dalam hukum administrasi 
negara. Pertama mengenai Kebijakan Pasar Bebas Dan Kewenangan 
Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Melakukan Pemeriksaan 
Kandungan Obat. Kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai 
Pembinaan Profesi Advokat Pada Organisasi Advokat Berdasarkan 
Pancasila. Pada bagian ketiga yaitu penjelasan mengenai Penguatan 
Fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Apip) Dalam 
Menunjang Pemerintah Daerah Yang Bebas Korupsi. Ke empat 
mengenai Problematika Penyusunan Program Pembentukan 
Peraturan Kepala Daerah. Ke lima Potensi Benturan Kepentingan 
Dalam Menjalankan Fungsi Dan Tugas Serta Keseimbangan Struktur 
Komite Bank Tanah. Ke enam Efektivitas Tax Amnesty Melalui 
Program Pengungkapan Sukarela Di Indonesia. Dan yang terakhir 
adalah Ragam Bestuurhandelingen Dalam Pengadaan Tanah Untuk 
Kepentingan Umum. 
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Buku ini pada akhirnya disajikan kepada para pembaca sebagai 
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PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DI 

INDONESIA 
 
Yuswanto, M. Akbar Arri Komara, Nurmayani, Marlia Eka Putri A.T. 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 
Email: yuswantos.1962@unila.ac.id 

 
A. Pendahuluan 

Wabah pandemi covid-19 sejak tahun 2020 menjadikan Indonesia 
menghadapi resesi ekonomi. Terjadinya resesi dalam hal 
perekonomian dapat dilihat dengan tingginya angka pengangguran 
dikarenakan sedikitnya lapangan pekerjaan, ditambah juga terlalu 
banyaknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa disertai 
solusi pemasukan yang jelas. Tercatat bahwa persentase jumlah 
pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan hingga 
mencapai 7,07% dengan penambahan sebesar 1.84% dibandingkan 
dengan tahun 2019. Problematika tersebut tentunya mempengaruhi 
penerimaan pajak dengan terjadinya penurunan pada tahun 2020 
sebesar 19,6% dibandingkan tahun sebelumnya. 1 

Capaian penerimaan pajak dalam realisasi pada tahun 2020 
hanya memperoleh persentase 89,4% dari target Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga dapat dikatakan tidak 
mencapai 100% penerimaan, atau sebagaimana yang ditargetkan 
adalah sebanyak 126,7 triliun. Hal ini justru menjadikan defisit 
anggaran semakin meningkat hingga mencapai 6,1% dari Produk 
Domestik Bruto (PDB).2 Belum lagi rendahnya rasa kesadaran 
masyarakat terhadap wajib pajak di Indonesia yang menjadi salah 
satu peluang memperbesar resesi ekonomi. Oleh karena itu, 
Pemerintah berupaya melakukan pemulihan penerimaan pajak 
melalui suatu penerapan program yang dinamakan program 

                                                           
1Muhammad Farouq, Hukum Pajak Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2018), 

hlm 29.  
2 Phaureula Artha Wulandari and Emy Iryanie, Pajak Daerah Dalam Pendapatan 

Asli Daerah (Jakarta: Deepublish, 2018), hlm 67. 
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1Muhammad Farouq, Hukum Pajak Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2018), 

hlm 29.  
2 Phaureula Artha Wulandari and Emy Iryanie, Pajak Daerah Dalam Pendapatan 

Asli Daerah (Jakarta: Deepublish, 2018), hlm 67. 

pengungkapan sukarela dengan memberikan kesempatan kepada 
Wajib Pajak baik perorangan atau badan hukum untuk melaporkan 
suatu kewajiban pepajakan yang sebelumnya tidak terpenuhi secara 
sukarela.3 Program ini menjadi suatu kebijakan bagi Wajib Pajak 
untuk melakukan pembayaran yang disesuaikan dengan tarif Pajak 
Penghasilan (PPh) atas laporan harta yang akan diungkapkan.4 

Program Pengungkapan Sukarela menjadi hal yang sangat 
relevan untuk berkontribusi menambahkan pendapatan negara 
sesuai dengan perspektif individu masing-masing dalam merespons 
kebijakan ini. Terlaksananya kebijakan ini dipengaruhi oleh 
dukungan dari Wajib Pajak untuk mengikuti program ini dengan rasa 
kesadaran masing-masing pihak. Sebab, berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan, alasan yang mendasari diterapkannya program 
pengungkapan sukarela adalah untuk meningkatkan kesadaran Wajib 
Pajak yang nyatanya saat ini masih minim di Indonesia. 

Program Pengungkapan Sukarela dibentuk berdasarkan asas 
kemanfaatan, kepastian hukum, dan kesederhanaan. Implementasi 
Program Pengungkapan Sukarela bukan menjadi suatu keharusan, 
tetapi hanya sebagai pilihan yang kembali lagi lagi atas dasar 
keinginan dari Wajib Pajak untuk ikut serta atau tidak, sehingga 
dapat disebut dengan sukarela atau voluntary disclosure. 
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 7 
Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 
yang terdapat beberapa kebijakan dan program didalam nya. 

Eksistensi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
menjadi suatu harapan besar bagi negara untuk berkontribusi dalam 
agenda pemulihan ekonomi dengan prioritas memperbaiki defisit 
angggaran, serta mendukung peningkaran rasio pajak sebagai suatu 
penerapan kebijakan yang bertujuan meningkatkan pendapatan 
dalam penerimaan pajak disertai dengan reformasi dalam 

                                                           
3 Agoestina Mappadang, Wendi Usino, and Puput Dani Prasetyo Adi, “Analisis 

Manfaat Dan Risiko Program Pengungkapan Sukarela Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi,” 
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara 3, no. 1 (2022). 

4 Clarina Freshya Waruwu and Lorina Siregar Sudjiman, “Pengaruh Penerapan 
Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)/Tax Amnesty Jilid II Dan Sanksi Pajak 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” Journal Scientific Of Mandalika (JSM) 3, no. 10 (2022). 
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administrasi perpajakan, membangun sistem pajak dengan 
pemenuhan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang 
kompherensif, dan kepatuhan Wajib Pajak yang meningkat secara 
sukarela untuk menstimulasi percepatan dalam pembangunan 
ansioonal, serta tidak lain dalam ruang lingkup masyarakat dapat 
memulihkan perekonomian atas dampak pandemi covid-19 beberapa 
waktu lalu.5 

Penyelenggaraan dari Program Pengungkapan Sukarela berfokus 
kepada meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela untuk 
nantinya dapat berkontribusi dalam sistem reformasi peraturan 
perpajakan yang dirumuskan pemerintah. Dalam turunan produk UU 
HPP, Pemerintah menetapkan suatu kebijakan khusus sebagai suatu 
tata cara melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
196/PMK.03/2021PMK  Tentang Tata Cara Pelaksanaan Program 
Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dalam menunjang pelaksanaan 
kegiatan Program Pengungkapan Sukarela. 

Pada dasarnya kebijakan tersebut menjelaskan skema perpajakan 
dengan serangkaian konsep yang telah dirumuskan dan asas yang 
menjadi garis besar dalam pelaksanaan perpajakan yang 
direncanakan. Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela 
sedemikian rupa memiliki tujuan yang sama dengan kebijakan publik 
yang tentunya diharapkan mencapai kemakmuran dan 
kesejahteraan, serta distribusi atas penghasilan yang menjunjung 
tinggi keadilan dan stabilitas.6 Pelaporan harta bersih dari Wajib 
Pajak yang mengikuti program ini akan menjadikan mereka terlepas 
dari adanya ancaman sanksi dikarenakan asset sebelumnya belum 
atau tidak sepenuhnya diungkapkan dalam agenda pelaporan dan 
kepadatan pada pemeriksaan pajak dengan 2 skema Program 
Pengungkapan Sukarela. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan pokok 
permasalahan mengenai Pelaksanaan Program Pengungkapan 

                                                           
5 Mia Amalia, “Kebijakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax 

Amnesty) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bangsa Indonesia,” Jurnal 
Hukum Mimbar Justitia 3, no. 1 (2017). 

6 Baiq Fitri Arianti, “Pengaruh Pengungkapan Sukarela, Penghindaran Pajak Dan 
Corporate Governance Terhadap Biaya Hutang,” Journal of Economics and Management 
Scienties 2, no. 1 (2019). 



57MONOGRAF TEBARAN PEMIKIRAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

administrasi perpajakan, membangun sistem pajak dengan 
pemenuhan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang 
kompherensif, dan kepatuhan Wajib Pajak yang meningkat secara 
sukarela untuk menstimulasi percepatan dalam pembangunan 
ansioonal, serta tidak lain dalam ruang lingkup masyarakat dapat 
memulihkan perekonomian atas dampak pandemi covid-19 beberapa 
waktu lalu.5 

Penyelenggaraan dari Program Pengungkapan Sukarela berfokus 
kepada meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela untuk 
nantinya dapat berkontribusi dalam sistem reformasi peraturan 
perpajakan yang dirumuskan pemerintah. Dalam turunan produk UU 
HPP, Pemerintah menetapkan suatu kebijakan khusus sebagai suatu 
tata cara melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
196/PMK.03/2021PMK  Tentang Tata Cara Pelaksanaan Program 
Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dalam menunjang pelaksanaan 
kegiatan Program Pengungkapan Sukarela. 

Pada dasarnya kebijakan tersebut menjelaskan skema perpajakan 
dengan serangkaian konsep yang telah dirumuskan dan asas yang 
menjadi garis besar dalam pelaksanaan perpajakan yang 
direncanakan. Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela 
sedemikian rupa memiliki tujuan yang sama dengan kebijakan publik 
yang tentunya diharapkan mencapai kemakmuran dan 
kesejahteraan, serta distribusi atas penghasilan yang menjunjung 
tinggi keadilan dan stabilitas.6 Pelaporan harta bersih dari Wajib 
Pajak yang mengikuti program ini akan menjadikan mereka terlepas 
dari adanya ancaman sanksi dikarenakan asset sebelumnya belum 
atau tidak sepenuhnya diungkapkan dalam agenda pelaporan dan 
kepadatan pada pemeriksaan pajak dengan 2 skema Program 
Pengungkapan Sukarela. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan pokok 
permasalahan mengenai Pelaksanaan Program Pengungkapan 

                                                           
5 Mia Amalia, “Kebijakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax 

Amnesty) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bangsa Indonesia,” Jurnal 
Hukum Mimbar Justitia 3, no. 1 (2017). 

6 Baiq Fitri Arianti, “Pengaruh Pengungkapan Sukarela, Penghindaran Pajak Dan 
Corporate Governance Terhadap Biaya Hutang,” Journal of Economics and Management 
Scienties 2, no. 1 (2019). 

Sukarela Wajib Pajak di kota Bandar Lampung dan kontribusinya 
bagi pendapatan negara untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat 
keberhasilan pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela dengan 
melihat jumlah pendapatan penerimaan pajak dan kontribusinya 
secara mendalam terkait pemulihan perekonomian dan percepatan 
pertumbuhan perekonomian nasional. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini normatif empiris 
dengan mengumpulkan dan menganalisis kebijakan hukum yang 
berkaitan dengan masalah penelitian berupa peraturan perundang-
undangan, serta dokumen yang bersifat resmi mengenai program 
pengungkapan sukarela wajib pajak dan kontribusinya bagi 
pendapatan negara. Kemudian data dianalisis secara deskriptif 
kualitatif untuk menjabarkan situasi atau fenomena hukum disertai 
dengan variabel yang menggambarkan keadaan atas suatu objek 
untuk nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab 
permasalahan. 

 
B. Pembahasan 
1. Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela di Kota Bandar 

Lampung 
Dalam Program Pengungkapan Sukarela di daerah Lampung dan 

Bengkulu, pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak 
Provinsi Bengkulu Lampung (BELA), bersama dengan KPP Madya dan 
Pratama Bandar Lampung. Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan 
Lampung melaksanakan beberapa program kegiatan yang juga 
memiliki tujuan yang sama yaitu merangkul masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS). 
Kegiatan yang di lakukan DJP Bengkulu Lampung yang di bantu 
dengan KPP Madya dan pratama pembukaan kelas pajak secara 
online mengenai pendalaman materi PPS yang disampaikan oleh 
Medi Kurniawan dan Ria Prasetyanti sebagai moderator dan 
narasumber, dimana terdapat 15 peserta yang mengikuti kelas pada 
ruang studio di Kantor Pajak Madya Bandar Lampung pada tanggal 
12 Januari 2022. 

Kemudian DJP Bengkulu dan Lampung bersama dengan KPP 
Bandar Lampung melakukan pembukaan informasi mengenai 
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Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang berlokasi di Mall 
Boemi Kedaton lantai 1 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni-26 
Juni 2022 yang dinamakan Pojok PPS. Terakhir dalam program 
tersebut DJP Bengkulu dan Lampung serta KPP Bandar Lampung 
pada tanggal 26 Juni 2022 mengadakan penyelenggaraan gebyar PPS 
di Tugu Adi Pura. Pelaksanaan secara online juga terus dilakukan 
dengan kreativitas membuat video pendek serta postingan berupa 
pamflet di media sosial KPP Bandar lampung yang bertujuan menarik 
minat Wajib Pajak dengan ajakan untuk dapat berpartisipasi dalam 
PPS di Bandar Lampung.7 

Kebijakan PPS ini memang tidak terdapat target khusus berupa 
nominal atau kuantitatif seperti kebijakan atau program sebelumnya 
tetapi program pengungkapan sukarela bisa dikatakan berjalan 
dengan baik dan optimal dikarnakan bahwa KPP Pratama Bandar 
Lampung 1 dan 2 dalam penerimaan pajak yang diperoleh pasca 
diberlakukannya kebijakan ini nyatanya mengalami peningkatan 
secara bertahap. Penerimaan pajak tersebut semata-mata dalam 
Program Pengungkapan Sukarela telah meningkatkan rasio 
kepatuhan dan membantu Kantor Pelayanan Pajak dalam merealisasi 
perpajakan. Peningkatan pajak yang diterima dapat dilihat dari 
pelaksanaan secara kontinyu dalam bentuk tabel di bawah ini. 
 

Tabel 1. Penerimaan PPS Perbulan dari Januari hingga Juni 2022 
pada KPP Pratama Bandar Lampung 1 dan 2 

No Bulan 
Penerimaan 

Jumlah WP Penerimaan PPS 
KPP 1 KPP 2 KPP 1 KPP 2 

1 Januari 35 24 925.641.960 348.228.433 
2 Februari 36 14 2.451.992.688 785.247.132 
3 Maret 51 28 8.492.582.330 1.632.030.770 
4 April 45 18 4.952.571.788 913.004.011 
5 Mei 29 31 2.407.178.566 1.624.470.725 
6 Juni 776 152 104.012.810.732 14.313.408.531 

Jumlah 972 267 123.242.778.064 19.616.389.602 
TOTAL 1.239 142.859.167.666 
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1 dan 2, 

Pelaksana Seksi Penjaminan Kualitas Data Tahun 2022 
                                                           

7 Agoestina Mappadang and Melan Sinaga, “Edukasi Dan Sosialisasi Program 
Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesti II) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di PT. TSTI,” 
Jurnal Pengabdian Multidisiplin 2, no. 1 (2022). 
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kepatuhan dan membantu Kantor Pelayanan Pajak dalam merealisasi 
perpajakan. Peningkatan pajak yang diterima dapat dilihat dari 
pelaksanaan secara kontinyu dalam bentuk tabel di bawah ini. 
 

Tabel 1. Penerimaan PPS Perbulan dari Januari hingga Juni 2022 
pada KPP Pratama Bandar Lampung 1 dan 2 

No Bulan 
Penerimaan 

Jumlah WP Penerimaan PPS 
KPP 1 KPP 2 KPP 1 KPP 2 

1 Januari 35 24 925.641.960 348.228.433 
2 Februari 36 14 2.451.992.688 785.247.132 
3 Maret 51 28 8.492.582.330 1.632.030.770 
4 April 45 18 4.952.571.788 913.004.011 
5 Mei 29 31 2.407.178.566 1.624.470.725 
6 Juni 776 152 104.012.810.732 14.313.408.531 

Jumlah 972 267 123.242.778.064 19.616.389.602 
TOTAL 1.239 142.859.167.666 
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1 dan 2, 

Pelaksana Seksi Penjaminan Kualitas Data Tahun 2022 
                                                           

7 Agoestina Mappadang and Melan Sinaga, “Edukasi Dan Sosialisasi Program 
Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesti II) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di PT. TSTI,” 
Jurnal Pengabdian Multidisiplin 2, no. 1 (2022). 

Terlihat dalam tabel diatas partisipasi Wajib Pajak dalam 
pelaporan harta dalam Program Pengungkapan Sukarela di KPP 
Pratama kota Bandar Lampung 1 dan 2 selama 6 bulan, terhitung 
sejak bulan Januari hingga Juni 2022 adalah sebanyak 1.239 Wajib 
Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan Program 
Pengungkapan Sukarela mengalami peningkatan disetiap bulannya 
secara drastis, sehingga menjadikan penerimaan program 
pengungkapan sukarela dengan total pencapaian sebanyak Rp.142 M 
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1 dan 2. 

Optimalisasi pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela yang 
dimulai sejak bulan Januari 2022 menjadikan Wajib Pajak 
memanfaatkan program ini dengan baik. Dapat dilihat dari 
penerimaan pajak secara khusus yang diperoleh KPP Pratama 
Bandar Lampung 1 dan 2 pada tabel diatas. Dengan demikian dapat 
disimpulkan dari analisis penerimaan pajak PPS berdasarkan 
perolehan data dari KPP Pratama kota Bandar Lampung 1 dan 2 telah 
mencapai hasil yang diharapkan, terutama pada peningkatan rasio 
kepatuhan wajib pajak yang diselenggarakan saat dan setelah 
program ini dijalankan, secara tidak langsung membangun kebiasaan 
warga masyarakat untuk melaporkan harta bersihnya dengan 
kesadaran individu yang menyeluruh pada setiap wilayah. Faktor 
keberhasilan kebijakan PPS juga tidak terlepas dari pengaruh 
berbagai bentuk sosialisasi pendekatan kepada masyarakat oleh 
pemerintah setempat. 
 
B. Kontribusi Program Pengungkapan Sukarela Terhadap 

Pendapatan Negara 
Program Pengungkapan Sukarela dalam relevansi pendapatan 

negara menjadi salah satu pemasukan terbesar dalam realisasi pajak 
skala nasional, PPS ini memang tidak terdapat target khusus berupa 
nominal atau kuantitatif seperti kebijakan atau program sebelumnya 
tetapi program pengungkapan sukarela bisa dikatakan berjalan 
dengan baik dan optimal karna yang diharapkan dapat meningkatkan 
kesadaran Wajib Pajak untuk lebih patuh terhadap pelaporan 
hartanya di waktu yang akan datang. Keberlangsungan Program 
selama 6 bulan pemerintah membuka kesempatan pada Wajib Pajak 
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untuk melakukan pelaporan aset melalui surat-surat hartanya, baik 
yang di dalam maupun di luar negeri secara keseluruhan dengan 
rasa sukarela. Ruang lingkup kebijakan secara nasional di berbagai 
daerah Indonesia tidak terlepas dari harapan membangun kembali 
perekonomian dengan meningkatkan pemasukan APBN pasca 
pandemi covid-19.8 

Dapat dilihat pasca berlakunya UU HPP, terdapat kenaikan 
penerimaan pajak oleh negara yang terhitung sejak bulan Juli 2022, 
atau semester 1 dengan persentase mencapai 69,3 % dari 
perencanaan target pajak tahun 2022, yaitu sejak awal bulan Januari 
2022 hingga bulan Juni 2022 berjumlah 1.028 Triliun pajak yang 
diperoleh dengan 4 indikator pengaruh seperti harga komoditas 
yang meningkat, ekonomi ekspansif yang sedemikian rupa 
berkembang, serta pada tahun 2021 rendahnya basis perpajakan 
dikarenakan insentif fiskal dan faktor keberjalanan Program 
Pengungkapan Sukarela (PPS). Tentunya pencapaian tersebut 
menjadi kinerja baik bagi Kementerian Keuangan bersama-sama 
dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu gencar mengadakan 
sosialisasi kepada warga secara menyeluruh. Seperti halnya dalam 
PPS bahwa Kantor DJP Pusat telah menyelenggarakan roadshow 
sosialisasi yang diagendakan di berbagai wilayah DJP di Indonesia 
dengan pendalaman materi PPS sebagaimana diamanatkan UU HPP 
melalui PPS untuk menarik kesadaran Wajib Pajak untuk segera 
melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. 

Berbagai macam pendekatan sosialisasi yang dilakukan 
Kementerian Keuangan bersama-sama dengan DJP Pusat melalui 
media sosial ataupun secara langsung semata-mata bertujuan untuk 
mencapai keberhasilan dari Program PPS ini. Seperti halnya dengan 
membuat video singkat di media sosial sebagai suatu konten materi 
PPS, kemudian adanya siaran pers maupun talkshow radio, serta 
podcast secara berkala dan pembuatan aplikasi Program 
Pengungkapan Sukarela sebagai bentuk kemudahan bagi Wajib Pajak 
dalam mendaftar program tersebut. Sementara itu untuk kegiatan 
luring yang diselenggarakan DJP Pusat untuk menyebarluaskan 
                                                           

8 Ferry Irawan et al., “Keterkaitan Penerapan Program Pengungkapan Sukarela 
Dengan Asas Keadilan,” Educoretax 2, no. 2 (2022). 
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8 Ferry Irawan et al., “Keterkaitan Penerapan Program Pengungkapan Sukarela 
Dengan Asas Keadilan,” Educoretax 2, no. 2 (2022). 

kebijakan PPS adalah dengan menempatkan 310 titik pojok pajak 
PPS, disertai dengan 37 kampanye PPS dengan kunjungan secara 
langsung ke pemerintah daerah atau wirausaha setempat sebanyak 
28 kegiatan. Pelaksanaan secara luring ditanggapi dengan baik oleh 
masyarakat dengan melihat kenaikan jumlah penerimaan pajak 
secara kontinyu sejak awal penerimaan Program Pengungkapan 
Sukarela Wajib Pajak. Menghasilkan realisasi penerimaan mencapai 
angka Rp.60,01 T, dengan diikuti partisipasi secara keseluruhan 
sebanyak 247.918 Wajib Pajak. 

Dapat dikatakan pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela 
telah terlaksanan dengan baik, tentunya didukung dengan Faktor 
pendukung dalam Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela 
Terdapat 6 faktor pendukung dalam Pelaksanaan Program ini yaitu: 
Akses Informasi Keuangan (AIK), Konsultan Pajak, System AEol 
(Automatic Exchange of Information), Akses Layanan Program 
Pengungkapan Sukarela secara Online dan Offline, Dasar Hukum 
Program Pengungkapan Sukarela terdapat pula faktor penghambat 
Pelaksanaan Program seperti Kepatuhan wajib pajak, reformasi 
sistem perpajakan yang baru, Kebiasaan Last Call dan Kegiatan 
Pengampunan Pajak yang terus di Ulang di IndonesiaUlang. 
 
C. Penutup 

Program Pengungkapan Sukarela dalam penyelenggaraannya 
semata- mata bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak 
dalam melaporkan hartanya sesuai sebagaimana kewajibannya, 
sekaligus juga berkontribusi terhadap pemulihan perekonomian 
pasca pandemi covid-19 dengan meningkatnya pemasukan APBN 
pada pertengahan tahun 2022. 

Dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak dalam PPS ini, 
bahwa kontribusi pada cakupan nasional mencapai Rp.60,01 Triliun, 
diikuti dengan partisipasi Wajib Pajak secara keseluruhan total 
sebanyak 247.918 Wajib Pajak. Kemudian pada kota Bandar Lampung 
untuk kontribusi penerimaan pajak terhadap Program 
Pengungkapan Sukarela telah mencapai Rp 142 Miliar, diikuti dengan 
partisipasi Wajib Pajak sebanyak 1.239 orang beserta badan hukum. 
Dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Program Pengungkapan 
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Sukarelah telah berjalan dengan optimal dengan pertambahan 
kontribusi pemasukan APBN pada sektor perpajakan mencapai 
persentase 58,8% sehingga penerimaan APBN tahun 2022 sejauh 
69,3 % dari target penerimaan pada bulan Juli 2022. 

Keberlangsungan Program Pengungkapan Sukarela menjadi 
program yang baik guna menaikan kesadaran dimasa yang akan 
datang, wajib pajak dapat patuh melaporkan hartanya sebagai salah 
satu kontribusi pendapatan negara. Wajib Pajak dalam tingkatan 
kepatuhan akan menciptakan tax base yang berpotensi lebih 
meningkat dan penerimaan perpajakan yang baik. Capaian dari 
berhasil atau tidaknya PPS ini sangatlah berkaitan dengan antusias 
Wajib Pajak, sehingga diharapkan pemerintah melalui Kementrian 
Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu melakukan 
pendekatan kepada masyarakat melalui kreatifitas sosialisasi yang 
baik. Tentunya pemerintah dapat melakukan inovasi yang tepat 
dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar pendapatan negara 
dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dapat 
tercapai sesuai dengan yang direncanakan. 
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